BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan teori dan hasil penelitan pada bab-bab sebelumnnya, maka
dapat ditarik 2 kesimpulan, yaitu :

1. Terdapat korelasi antara hak asasi manusia terutama hak ekonomi
sosial dengan tindak pidana korupsi. Terutama korupsi yang berkaitan
dengan kebutuhan dasar masyarakat yang tercantum dalam ICESCR.
Efek jangka panjang dari korupsi yang merenggut hak ekonomi dan
sosial adalah terganggunya kesejahteraan masyarakat dan akhirnya
negara juga sulit untuk maju.

2. Sampai saat ini, pedoman yang berlaku masih mencantumkan pasal
tindak pidana korupsi tertentu saja. Padahal tindak pidana korupsi
apapun  memiliki peluang untuk melanggar hak asasi manusia
terutama hak ekonomi sosial. Maka hakim dalam memutus tidak
hanya melihat indikator yang tertulis seperti UUPTPK, UU HAM,
pedoman dan lainnya tetapi juga melihat keadaan di masyarakat
terutama masyarakat yang terenggut hak ekonomi dan sosialnya

termasuk ketentuan yang ada dalam ICESCR.

B. SARAN
Berdasarkan teori dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka

dapat disarankan bahwa :

1. Hak ekonomi dan sosial sebaiknya menjadi pertimbangan bagi hakim
sebagai alasan pemberat bagi terdakwa. Selain itu, pedoman bagi
hakim juga lebih baik wajib dipertimbangkan oleh hakim dan
kerugian keuangan negara dimaknai lebih luas sampai hak ekonomi
dan sosial masyarakat.

2. Hakim patut memepertimbangkan keadaan, jumlah, dan koruptornya

itu sendiri sebagai pertimbangan lebih jauh lagi untuk menjathkan
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vonis. Walaupun pertimbangan mengenai hal tersebut akan
tergantung pada kasus atau kasuistis, namun patut dipertimbangkan

terlebih jika berkaitan dengan hak ekonomi dan sosial masyarakat.
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